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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana narkotika tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga semakin sering melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks karena di satu sisi negara harus menegakkan hukum terhadap peredaran narkotika, namun di sisi lain anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan prinsip sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, penanganan perkara narkotika yang melibatkan anak memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa, baik dalam proses penyidikan maupun dalam konstruksi pertanggungjawaban pidananya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Namun apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, maka proses penanganannya harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang ditemukan kasus dimana anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna, perantara, maupun pihak yang memiliki atau menguasai narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa anak sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan yang dapat mendorong mereka terlibat dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, proses penyidikan terhadap anak harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak serta prosedur hukum yang berlaku agar tidak melanggar hak-hak anak sebagai subjek hukum.

Salah satu perkara yang menunjukkan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Langkat. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh aparat kepolisian, telah terjadi dugaan tindak pidana narkotika pada tanggal 29 Juli 2025 di Dusun KP Balok, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Dalam peristiwa tersebut aparat kepolisian berhasil mengamankan seorang anak bernama Brema Purnama Ginting yang diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian, penangkapan terhadap anak tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Barang bukti tersebut antara lain satu bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, satu kotak rokok merek Bull warna hitam, satu buah pipa kaca berisi sisa padatan diduga narkotika jenis sabu, satu buah mancis, enam buah pipet plastik, serta satu botol plastik.

Selanjutnya terhadap anak yang diamankan tersebut dilakukan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), anak yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya dan milik temannya yang dikenal dengan panggilan JELO. Dalam keterangannya juga dijelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama ARI dan rencananya akan digunakan bersama-sama.

Berdasarkan fakta penyidikan tersebut, penyidik menilai bahwa anak yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun karena pelaku masih berstatus sebagai anak yang berusia 15 tahun, maka proses hukum yang dilakukan tetap harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini terlihat dari berbagai dokumen penyidikan yang menunjukkan bahwa penyidik juga memperhatikan prosedur khusus dalam penanganan perkara anak.

Dalam proses penyidikan tersebut, aparat kepolisian juga melaksanakan berbagai tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, serta pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pihak kejaksaan. Tindakan penahanan terhadap anak dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik Polres Langkat setelah dinilai bahwa terdapat bukti yang cukup bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana narkotika.

Selain itu, dalam rangka kepentingan penyidikan, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan. Penyitaan tersebut kemudian diajukan permohonan persetujuannya kepada pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan penetapan pengadilan, penyitaan terhadap barang bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan perkara narkotika yang melibatkan anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pembuktian tindak pidana, tetapi juga menyangkut konstruksi hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai bagaimana konstruksi hukum serta proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum dan Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Polres Langkat)”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat?
3. Bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis konstruksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia
2. Mengkaji proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat.
3. Menganalisis penerapan penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan konstruksi hukum serta proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak dalam penanganan perkara narkotika, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polres Langkat, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tepat dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang lebih profesional, objektif, serta tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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